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Kebijakan formulasi sanksi pidana untuk korporasi didalam undang-undang hukum pidana indonesia ini mempunyai beberapa permasalahan. Permasalahan yang ada misalnya adalah belum adanya harmonisasi kebijakan formulasi sanksi pidana dalam sistem pemidanaan dan pola pemidanaan terhadap korporasi.
Untuk itu diperlukan kebijakan formulasi hukum pidana khususnya mengenai formulasi sanksi pidana, karena itu permasalahan difokuskan pada dua hal pokok yaitu bagaimana kebijakan formulasi sanksi pidana untuk korporasi dalam perundang-undangan yang berlaku saat ini dan yang akan datang.
Permasalahan-permasalahan tersebut bertujuan untuk mengetahui dan memahami kebijakan formulasi sanksi pidana dalam sistem pemidanaan untuk korporasi saat ini. Serta menggambarkan dan menganalisa kebijakan formulasi sanksi pidana dalam sistem pemidanaan untuk korporasi di masa yang akan datang.
Kajian penelitian ini bersifat yuridis normatif sebagai pendekatan utama, mengingat pembahasan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum yang berlaku dalam masalah sistem pemidanaan untuk korporasi. Pendekatan yuridis komparatif juga dilakukan untuk melakukan perbandingan dengan negara-negara yang sudah mempunyai peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konsepsi (conceptual approach) tentang pemidanaan korporasi. Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai data utama.
Berdasarkan hasil penelitian bahwa kebijakan formulasi sanksi pidana sistem pemidanaan untuk korporasi masih terdapat beberapa kelemahan dalam pola pemidanaan dan pedoman pemidanaan sanksi pidana, sehingga diperlukan pembaharuan dengan menekankan pada rumusan  sanksi pidana untuk korporasi yang efektif dalampelaksanaannya di masa yang akan datang.




Policy of formulation criminal sanctions for corporate law in Indonesia's criminal law has some problems. Existing problems, for example is the absence of harmonization of criminal sanctions policy in the penal system and the corporate sentencing guidelines.
It is necessary for policy formulation regarding the formulation of criminal law, especially criminal sanctions, because the problem is focused on two main points namely how policy formulation for corporate criminal sanctions in the legislation current and future.
These issues aims to identify and understand the formulation  policy of criminal sanctions in the criminal system for corporations. As well as describe and analyze the policy of formulation of criminal sanctions in the criminal system to the corporation in the future.
This research study is normative as the main approach, given the discussion is based on legislation and legal principles that apply in the criminal system for corporate issues. Comparative juridical also conducted to make comparisons with countries which already have legislation (statute approach) and the approach of conception (conceptual approach) about the corporation criminal prosecution. The nature of this research is descriptive analytical uses secondary data as the main data.
Based on the results of research that formulation policy criminal sanctions for corporate criminal system there are still some weaknesses in the pattern of sentencing and sentencing guidelines for criminal sanctions, so that the necessary reforms with emphasis on the formulation of criminal sanctions for corporate in  implementation in the future.
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